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BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti menarik kesimpulan
sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana korupsi pada Perkara Putusan Nomor
37/Pid.Sus/2020/PN-PDG bahwa hakim mempertimbangan dari aspek
pertimbangan yuridis dan non yuridis, baik dari perbuatan terdakwa yang
memberatkan dan meringankan terdakwa

2. Penerapan pidana dalam Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara
bersama-sama dan  berlanjut pada Perkara Putusan  Nomor
37/Pid.Sus/2020/PN-PDG  majelis hakim sudah memberikan dan
menjatuhkan pidana sesuai dengan minimum khusus yang telah di atur
dalam Undag-Undang Tipikor tepatnya pada Pasal 2 Ayat (1) yang mana
bahwa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka majelis hakim
menjatuhkan pidana kepada terdakwa RJ dengan pidana penjara selama 5
(Lima) Tahun serta denda sebesar Rp.200.000.000 (Dua ratus Juta Rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 4 (Empat) Bulan.
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B. Saran
Adapun saran yang dapat Penulis Sampaikan sehubungan dengan
permasalahan didalam skripsi ini adalah :

1. Penegak hukum yang dalam hal ini adalah Hakim dalam menjatuhkan vonis
diharapkan dapat lebih cermat dalam menguraikan dan menganalisa setiap
unsur yang terdapat dalam rumusan delik kasus korupsi, sehingga pada
akhirnya vonis yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan serta efek
jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta memberikan manfaat bagi
masyarakat.

2. Pemerintah Pusat harus aktif melakukan Pengawasan terhadap segala Hal
yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya Penggunaan Uang Negara.
Hal ini bukan suatu Pembatasan terhadap kewenangan yang dimiliki
Pemerintah Daerah, akan tetapi merupakan sarana untuk menekan angka
korupsi.

3. Dalam putusan yang saya teliti tidak menggambarkan secara lengkap
perbuatan berlanjut seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa namun
alangkah baiknya dalam putusan tersebut dijelaskan jenis perbuatan

berlanjut yang dilakukan oleh terdawa.
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